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Menimbang 

Mengingat 

  

BUPATI BONE BOLANGO 
PROVINSI GORONTALO 

PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO 
NOMOR 13 TAHUN 2021 

TENTANG 

TATA CARA PENGANGGARAN DAN PELAKSANAAN 

BELANJA YANG MELAMPAUI ANGGARAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BONE BOLANGO, 

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan BAB V butir T.1.h Lampiran 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 

Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, 

maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang 

Tata Cara Penganggaran dan Pelaksanaan Belanja yang Melampaui 

Tahun Anggaran, 

IN 

  

SEKDA 

  

PA 
  

ASISTEN | — 
    
ASISTEN II : D 

ASISTEN III : 
    KABAN t 

KABID :     

t 

Undang-undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan 

Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3952), 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan 

Kbupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi 

Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4269), 

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286), 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4355), 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Penanggungjawaban Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400),



10. 

11. 

Memperhatikan : 1. 

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4938): 
Undang-undang Nomor $ Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494), 
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia 
tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679): 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2014 
Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5601): 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan lembaran Negara 

republik Indonesia Nomor 6322): 

Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 10 Tahun 

2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2021: 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 

Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 

Keuangan Daerah, 

Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 66 Tahun 2021 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2021: 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG TATA CARA 

PELAKSANAAN ANGGARAN DAN PENATAUSAHAAN BELANJA YANG 

MELAMPAUI ANGGARAN



BABI 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. 

2. 

10. 

11. 

12. 

Daerah adalah Kabupaten Bone Bolango. 

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai 

unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 

Bupati adalah Bupati Bone Bolango. 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 

APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang 

dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan 

ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD 

adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang 

mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak 

sebagai bendahara umum daerah. 

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat 

SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang 

melaksanakan pengelolaan APBD 

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD 

adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna 

anggaran/barang. 

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebu SiLPA 

adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran 

selama 1 (satu) periode anggaran. 

Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD 

adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan 

dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan 

serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka 

penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencanaan 

daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan. 

Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA- 

SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi 

program, kegiatan dan anggaran SKPD. 

Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat 

DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan 

belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh 

pengguna anggaran. 

Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat 

pemegang kewenangan penggunaan anggaran Satuan Kerja Perangkat



Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi Pengguna APBD. 

13. Kontrak adalah perjanjian tertulis antara Pejabat Pembuat Komitmen 

dengan Penyedia Barang danjataujJasa untuk melaksanakan suatu 

pekerjaari terteritu. 

14. Tahun anggaran adalah masa berlakunya anggaran yang dihitung 

mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. 

15. Keadaan kahar (force majeure) adalah suatu keadaan yang terjadi 

diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, 

sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak 

dapat dipenuhi, contoh keadaan kahar dalam kontrak pengadaan 

barang/jasa antara lain namun tidak terbatas pada: bencana alam, 

bencana non alam, bencana sosial, pemogokan, kebakaran, gangguan 

industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui Keputusan Bersama 

Menteri Keuangan dan Menteri Teknis terkait. 

BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

Maksud ditetapkannya pedoman melaksanakan belanja yang melampaui 

tahun anggaran adalah sebagai pedoman bagi PPKD dan SKPD terkait 

dalam Tata Cara Penganggaran dan Pelaksanaan belanja yang melampaui 

tahun anggaran 

Pasal 3 

Tujuan ditetapkannya pedoman melaksanakan belanja yang melampaui 

tahun anggaran adalah agar PPKD dan SKPD terkait dalam melaksanakan 

belanja yang melampaui tahun anggaran tersebut berjalan dengan tertib, 

lancar tepat guna, tepat sasaran serta sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang undangan 

BAB III 

RUANG LINGKUP 

Pasal 4 

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi Tata Cara Penganggaran dan 

Pelaksanaan, belanja yang melampaui tahun anggaran yang bersumber 

dari APBD. 

BAB IV 

KRITERIA 

Bagian Kesatu 

Umum 

Pasal 5 

Pelaksanaan pekerjaan/pembayaran atas ikatan perjanjian/kontrak/



perikatan lainnya pada tahun anggaran berkenaan yang melampaui 

tahun anggaran dapat terjadi akibat: 

1. 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

Keterlambatan pembayaran terhadap pekerjaan yang telah 

diselesaikan 10076 pada tahun berkenaan, yang disebabkan: 

a. Keterlambatan penyampaian administrasi pencairan,dan/atau 

b. Dana di kas daerah per 31 Desember tidak mencukupi untuk 

melakukan pembayaran pekerjaan di tahun berkenaan, 

Perpanjangan waktu melebihi 31 desember dihitung sejak 

berakhirnya pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang 

dan jasa, 

Keadaan di fuar kendali Pemerintah Daerah dan/atau penyedia 

barang dan jasa termasuk keadaan kahar (force majeure) sesuai 

peraturan perundang-undangan, 

Kewajiban lainnya pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan antara lain hasil putusan pengadilan 

yang bersifat tetap biasa digunakan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang- undangan. 

Bagian Kedua 

Penganggaran 

Pasal 6 

Dalam rangka pelaksanaan pekerjaan/pembayaran atas ikatan 

perjanjian/ kontrak/perikatan lainnya sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan pada tahun anggaran berkenaan 

yang melampaui tahun anggaran, harus dilakukan reviu tertebih 

dahulu oleh APIP (Inspektorat Kabupaten Bone Bolango) sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan. 

Hasil reviu APIP (Inspektorat Kabupaten Bone Bolango) menjadi salah 

satu dasar pemerintah daerah untuk menganggarkan dalam 

perubahan perkada tentang penjabaran APBD. 

Untuk mendanai belanja yang melampaui tahun anggaran dilakukan 

melalui pergeseran anggaran dari SILPA tahun sebelumnya, 

rasionalisasi belanja OPD dan/atau belanja tidak terduga kepada 

belanja SKPD/unit SKPD terkait. 

Pendanaan sebagaimana dimaksud ayat (3) diformulasikan dalam 

perubahan RKA-SKPD dan/atau DPA-SKPD. 

pembayaran atas belanja yang melampaui tahun anggaran 

sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggarkan dalam program, 

kegiatan, dan sub kegiatan serta kode rekening berkenaan.



(6) Perubahan perkada tentang penjabaran APBD sebagai mana 

dimaksud ayat (2) diberitahukan kepada pimpinan DPRD untuk 

ditampung dalam perda perubahan APBD atau ditampung dalam 

realisasi anggaran bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan 

perubahan APBD. 

Bagian Ketiga 

Pelaksanaan 

Pasal 7 

Tata cara pelaksanaan belanja yang melampaui tahun anggaran 

dilakukan dengan melakukan pengesahan DPA SKPD atau perubahan DPA 

SKPD dan SPD sebagai dasar pelaksanaan pernbayarani 

Pasal 8 

Dalam hal Pelaksanaan pekerjaan/pembayaran atas keadaan di luar 

kendali Pemerintah Daerah dan/atau penyedia barang dan jasa termasuk 

keadaan kahar (force majeure), tahapan yang dilakukan: 

a. kepala SKPD meneliti sebab-sebab terjadinya keterlambatan 

penyelesaian pekerjaan pada tahun anggaran yang berkenaan untuk 

memastikan bahwa keterlambatan penyelesaian terjadi bukan karena 

kelalaian penyedia barang/jasa dan/atau pengguna barang dan jasa, 

b. kepala daerah menetapkan keadaan kahar (force majeure) sesuai 

peraturan perundang-undangan: 

Pasal 9 

Dalam Hal Pelaksanaan pembayaran atas kewajiban lainnya pemerintah 

daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Kepala 

SKPD meneliti dasar pengakuan kewajiban pemerintah daerah sebagai 

dasar penganggaran dalam APBD. 

BAB VII 

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN 

Pasal 10 

(1) Belanja yang tidak dapat dibayarkan pada tahun anggaran yang 

bersangkutan diakui sebagai utang belanja pada SKPD/unit SKPD 

terkait. 

(2) Pembayaran belanja yang melampaui tahun anggaran dicatat sebagai 

realisasi belanja pada kode rekening berkenaan dan melakukan 

koreksi atas nilai utang belanja tahun sebelumnya.



BAB VIII 

MONITORING DAN EVALUASI 

Pasal 11 

(1) SKPD yang melakukan fungsi pengawasan melakukan monitoring dari 

evaluasi secara berkala atas pelaksanaan belanja yang melampaui 

tahun anggaran. 

(2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

disampaikan kepada Bupati. 

BAB IX 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 12 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Bone Bolango. 

PARAF HIERARK 

WABUP : pd Ditetapkan di Suwawa 

  

  

  

    

   

  

  
    

    
        

SEKDA 5 aa pada tanggal 25 i-ret 2021 
Pem — BUPATI BONE/B0LANGO, 
ASISTEN II : Y 

ASISTEN III : — 

KABAN : HAMIM POU 
KABID . 

t 

Diundangkan di Suwawa 
pada tanggal 25 Meret 2021 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO, 

    

    Ir HI ISHAK NTOMA, M.Si 
PEMBINA UTAMA MADYA 

NIP. 19641106 199103 1 005 

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2021 NOMOR '!3



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO 

SEKRETARIAT DAERAH 
Jin. Prof. DR.Ing.B.J. Habibie No.1 PUSAT PERKANTORAN BONE BOLANGO 

  

  

Nomor : 180/Hkm-Ks/Setda/ /2021 Suwawa, Maret 2021 
Kepada Yth, 

BUPATI BONE BOLANGO 

Di 

Tempat 

LEMBAR HARMONISASI PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO 

OBJEK : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG TATA CARA 

PELAKSANAAN ANGGARAN DAN PENATAUSAHAAN BELANJA YANG 

MELAMPAUI ANGGARAN 

PENGELOLA : BADAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 

CATATAN : TELAH MEMENUHI PROSES HARMONISASI 

LAMPIRAN  :1 (Satu) Berkas 

UNTUK : Mohon Persetujuan dan Tanda Tangan Atas Peraturan Bupati 

Bone Bolango 

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA 

JEN AWAL ABDULLAH PAKAYA, SH 
NIP. 19730606 200604 1 031 

 



  

PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO 
BADAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 

Jalan B.J. Habibie Kecamatan Suwawa 96184 Telp/Fax. 0435-8591466 
  

TELAAHAN STAF 

: Kepala Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah 

: 900/BPKD-BB!I!1/236.a/2021 

: Permohonan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran dan 

Pelaksanaan Belanja Yang Melampaui Tahun Anggaran 
  

. Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah: 

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah: 

. berdasarkan Pasal 163 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 

dan pada Bab V.T.1.h Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 77 Tahun 2020, bahwa tata cara penganggaran dan 

pelaksanaan belanja yang melampaui tahun anggaran diatur dalam 

peraturan kepala daerah: 

. Bahwa SKPD melaksanakan pekerjaan yang diantaranya dilakukan 

berdasarkan kontrak yang sumber dananya berasal dari DPA dan 

DPPA tahun anggaran berkenaan, 

. Bahwa berkenaan dengan berbagai kondisi, sampai dengan akhir tahun 

anggaran terdapat pekerjaan dan pembayaran yang tidak dapat 

diselesaikan pada tahun anggaran berkenaan, perlu mengatur 

ketentuan mengenai pelaksanaan penganggaran dan belanja sisa 

pekerjaan akhir tahun anggaran yang tidak dapat diselesaikan pada 

tahun anggaran berkenaan dan pekerjaan yang sudah selesai tetapi 

belum dibayarkan: 

Kepada Yth : Bupati Bone Bolango 

Dari 

Nomor 

Tanggal : 22 Maret 2021 

Perihal 

I. Dasar 1 

2 

Il. Pertimbangan 1 

2 

3 

Ill. Saran Sehubungan dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, kami bermohon 

kiranya penetapan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran dan 

Pelaksanaan Belanja Yang Melampaui Tahun Anggaran. 

Demikian telaahan staf ini kami sampaikan, atas perhatian, pertimbangan dan persetujuan Bapak 

kami ucapkan terima kasih. 

   NIP. 19630702 198602 1 003 

TU /


